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Pernikahan sekufu bukanlah syarat terwujudnya keluarga sakinah. Namun, 
dengan adanya pernikahan sekufu dapat menyeimbangkan kondisi rumah tangga 
agar tercipta keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kasui 
Pasar Kabupaten Way Kanan memiliki tradisi kesepadanan pernikahan dalam hal 
profesi dan suku untuk mempermudah mereka dalam berkomunikasi dan 
melanjutkan usaha keluarga. Hal ini, dirasa oleh masyarakat tersebut menjadi 
faktor utama terciptanya keluarga sakinah. Permasalahan dalam tesis ini ialah 
pertama, Bagaimana praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan 
keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan? Kedua, apa faktor-
faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di Desa Kasui Pasar 
Kabupaten Way Kanan? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa 
Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan?  
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data menggunakan 
sumber data primer yaitu dengan hasil wawancara 18 orang masyarakat Desa 
Kasui Pasar, kemudian didukung oleh data sekunder berupa buku-buku yang 
berhubungan dengan penelitian. Pengolahan data melalui editing, coding, 
reconstructing, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif 
dengan metode berfikir induktif. 
Kesepadanan pernikahan mencakup sepadanan dalam profesi toko emas dan 
mempunyai suku Jawa Serang. Masyarakat mempercayai bahwa hal inilah yang 
menjadi faktor utama terwujudnya keluarga sakinah. Tujuannya agar lebih mudah 
untuk mencari tahu bibit keluarga masing-masing pihak serta dalam rangka 
mempererat tali persaudaraan antar sesama suku Jawa Serang. Dalam hal profesi, 
agar lebih mudah untuk melanjutkan usaha keluarga. Hal ini sejalan dengan 
mas{lahah al-mursalah, yaitu menjaga keturunan (hifz{ al-nasab), menjaga harta 
(hifz{ al-ma>l) serta memberikan kemaslahatan secara umum di masyarakat. 
Faktor penyebab munculnya tradisi ini ialah adanya kemudahan dalam 
berkomunikasi jika menikah dengan sesama suku,  resiko menjual emas di pasar 
bagi seorang wanita, pernikahan berbeda profesi sering mengalami 
ketidakharmonisan, adanya amanat dari kakek buyut mereka khususnya bagi 
kalangan penjual emas di Desa Kasui Pasar untuk melanjutkan usaha dalam 
mencari nafkah. Dalam ajaran agama Islam, faktor agamalah yang menjadi titik 
berat dalam membina keluarga yang sakinah untuk mendapatkan derajat bahagia 
dalam berumah tangga. Kasus yang terjadi di Desa tersebut seolah membuat suatu 
klasifikasi seseorang berdasarkan profesi dan suku. Sedangkan dalam Islam, 
semua manusia derajatnya adalah sama. Prinsip memilih pasangan dalam Islam 
ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, bahwa kemegahan harta, nasab, 
kecantikan itu sebagai penyempurna. Merujuk pada kaidah ‘urf,  bahwa tradisi 
tersebut sudah melekat pada masyarakat, diterima oleh khalayak ramai khusunya 
di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, serta melihat filosofi dibuatnya 
tradisi tersebut untuk mencapai suatu kemaslahatan antara keduanya, maka hal 
tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak adanya nash al-








Pedoman transliterasi Arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama 
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 
 
Huruf arab Nama Huruf latin Nama 




 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 S|a S| Es (dengan titik ث
di atas) 
 Jim J Je ج
 H{a H{ Ha (dengan titik ح
di atas) 
 Kha Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Z|al Z| Zet (dengan titik ذ
di atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ye ش




 D{ad D{ De (dengan titik ض
di bawah) 
 T{a T{ Te (dengan titik ط
di bawah) 
 Z{a Z{ Zet (dengan titik ظ
di bawah) 
 Ain „_ Apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ؼ
 Qof Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Wau W We ك
 Ha H Ha ق
 Hamzah _‟ Apostrof ء
 Ya Y Ye م
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
ix 
 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fath{ah A A اَ 
 Kasrah I I اَ 
 D{ammah U U اَ 
 
Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fathah dan ya Ai A dan I ن َي
 Fathah dan wau Au A dan U نػ وَي
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda Nama 
... َى |... َا  Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di 
atas 
ل  ِ  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و  ُ  D{ammahdan wau u> u dan garis di 
atas 
 
4. Ta> marbu>t{ah 
Transliterasi untuk ta> marbu>t{ah ada dua, yaitu: ta> marbu>t{ah yang 
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta> marbu>t{ah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
x 
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta> marbu>t{ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta> marbu>t{ahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>dyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَب ََّنا  : 
rabbana>. Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah (  ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).  
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif 
lam ma’arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh hirif syamsiah maupun 
huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar  
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. Contoh: Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Al-Sunnah qabl al-tadwi>n, Al-
Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus{u>s{ al-sabab 
xi 
 
9. Lafz{ al-Jala>lah  
Kata Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l, Nas}i>r al-
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A. Latar Belakang 
Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Perkawinan menurut hukum Islam 
ialah akad yang sangat kuat atau mis\aqan galiz{a  untuk mentaati perintah 
Allah swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut 
Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan 
keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya ialah harmonis 
dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar 
terciptanya ketenangan lahir dan batin yang timbul karena terpenuhi keperluan 
hidupnya baik secara lahir maupun batin, sehingga terwujudnya kebahagiaan 
yakni kasih sayang antar sesama anggota keluarga. 
Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, hingga Rasulullah saw., 
mengharuskan setiap umatnya (yang sudah mampu) untuk menikah, 
sebagaimana sabdanya yang berbunyi: 
الَباَءَة فَ ْلَيتَ َزو ْج فَِان ُو اََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِلَفرِْج َوَمْن َلَْ ْسَتطَاَع ِمْنُكُم ا ِب َمنِ ابَ يَا َمْعَشَر الش 
ن ُو َلُو ِوَجاٌء )متفق عليو( ص ْوِم فَاِ لَيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِا  
Artinya:“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu 
menyipakan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat 
menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak 





Hadis tesebut dikuatkan dengan Firman Allah swt., dalam QS. al-Nu>r 
ayat 32: 
                                                          
1
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
2
 Al-Shan‟iny, Subul al- Salam, Juz 3, (Kairo: Da>r Ihya‟ al-Turat{ al-Araby, 1379 H/ 1980 




                           
              
Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
3
 diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 
Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
4
 
(QS. al- Nu>r ayat 32) 
 
Pada ayat ini Allah swt., menyerukan kepada semua pihak yang memikul 
tanggung jawab atas kesucian akhlak umat, agar masing-masing mereka 
mengawinkan laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejaka dan 
perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan 
kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-
laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan, hendaklah diberikan pula 
kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali 
nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas 
keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki 
hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak 
yang di bawah kekuasaan jika syarat untuk kawin telah terpenuhi, sehingga 
terbentuklah keluarga-keluarga yang sehat, bersih, dan terhormat.
5
 
Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang yang akan menikah hendaklah 
teliti dalam memilih calon pasangan hidupnya yang sesuai dengan kriteria apa 
yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Seperti halnya dalam hadis tentang 
kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan hidup. 
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اْلَمْرأَُة ُح َعَلْيِو َوَسل َم قَال: )تُ ْنكَ َوَعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهلل تَ َعاىل َعْنُو َعِن الن ِب  َصل ى اهلل 
ْيِن َترَِبْت َيَداَك( ُمت  َفٌق اِِلَْرَبٍع: ِلمَ  ِِلَا, َوِلََِسِبَها, َوِلََِماِِلَا, َوِلِدْيِنَها, فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
َعةِ   6.َعَلْيِو َمَع بَِقي ِة الس ب ْ
Artinya:”Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda “Perempuan 
dikawini karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya 
(martabatnya), karena kecantikannya, dan karena agamaannya. 
Pilihlah perempuan karenaagamannya, maka  kamu akan mendapat 
keberuntungan.” (Muttafaq „alaih bersama Imam tujuh)  
 
Hadis di atas menjelaskan bahwa syari‟at memberikan kriteria-kriteria 
dalam memilih calon pasangan hidup, yang mana dalam kriteria-kriteria 
tersebut diutamakan dalam urusan agamanya, karena agama bersifat kekal 
sedangkan kriteria-kriteria lainnya hanya bersifat sementara. 
Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-semata sebagai hubungan atau 
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka 
amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya bahwa: 
“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mis\aqan galiz{a) dan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”
7
  
Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yang sakinah 
adalah dengan memilih pasangan yang serasi.
8
 Sakinah berasal dari kata 
sakana yang artinya menjadi tenang, mereda, hening, serat tinggal. Kata 
sakinah dalam Islam berarti mendatangkan ketenangan dan kedamaian secara 
khusus yaitu, perdamaian dari Allah swt.,  yang berada di dalam kalbu. Rumah 
tangga yang sakinah adalah keluarga yang hidup dengan kasih sayang 
ketenangan dan kedamaian yang dibangun berdasarkan ajaran Islam serta 
mendapat rahmat Allah swt.
9
 
Penentuan pasangan yang serasi tidak luput dari istilah kesepadanan. 
Dalam Islam istilah tersebut dikenal dengan sebutan kafa‟ah atau kufu‟. 
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Maksudnya ialah kesepadanan antara calon mempelai dalam tingkat akhlak, 
status sosial maupun kekayaannya.
10
 Aturan kesepadanan antar calon 
pengantin ini, sudah berkembang di tengah masyarakat, baik kesepadanan 
dalam hal agama, rupa, harta, keturunan, dan lain sebagainya. 
Seperti yang terjadi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, di mana 
seorang perempuan yang bersuku Jawa Serang (Banten) dan bermata 
pencaharian toko emas harus menikah dengan seorang laki-laki yang bersuku 
Jawa Serang (Banten) serta bermata pencaharian toko emas juga. Sedangkan 
seorang laki-laki diberi keluasan untuk memilih apakah menikah dengan 
seorang perempuan yang sama-sama suku Jawa Serang (Banten) dan bermata 
pencaharian toko emas atau tidak. Tujuan penentuan pasangan hidup 
berdasarkan kriteria tersebut bertujuan agar kelak rumah tangganya menjadi 
rumah tangga yang sakinah. 
Berdasarkan penjelasan di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk 
melihat dan meneliti kasus tersebut dalam penelitian tesis yang berjudul 
“Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di 
Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)” . 
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Setiap masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang 
bersuku Serang dan bermata pencaharian sebagai pengusaha emas harus 
menikah dengan orang yang sama-sama bersuku Serang dan berprofesi 
sebagai pengusaha emas. 
b. Dalam penerapan kesepadanan di Desa Kasui Kabupaten Pasar Way 
Kanan masih banyak kekeliruan yang hendaknya diluruskan khususnya 
terkait dengan pernikahan. 
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2. Batasan Masalah 
Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari 
pembahasan batasan masalah, maka penelitian ini hanya terbatas pada Desa 
Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan mengenai kesepadanan pernikahan 
dalam membentuk keluarga sakinah, dengan meneliti masyarakat Desa 
Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang usia pernikahannya sudah berjalan 
2 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini ialah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga 
sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan? 
2. Apa faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di 
Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepadanan pernikahan 
dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way 
Kanan? 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik tradisi kesepadanan pernikahan dalam 
mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan 
pernikahan di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. 
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepadanan 
pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar 




E. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, diharap dapan memberikan beberapa 
manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, 
yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan 
sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan 
sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya 
mengenai kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah. 
2. Manfaat Praktis 
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 
a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi 
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung. 
b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat 
tentang kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan contoh  mengenai 
kesepadanan pernikahan bagi masyarakat.  
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisionalitas 
dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat 
dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung 
jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih 
dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.  
Adapun dalam kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema 
kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi di Desa 





1. Dalam Tesis berjudul “Pergeseran Makna Kafa‟ah dalam Pernikahan 
(Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa‟ah dalam Bingkai Pandangan 
Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)” karya 
Humaidi, bahwa Pembentukan keluarga sakinah ini tidak akan mungkin 
terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan dan kecocokan serta 
atas dasar kebaikan, cinta, dan kasih sayang antara calon suami dan istri. itu 
sebabnya dalam literatur fiqih kafa‟ah (kesetaraan, keseimbangan) menjadi 
persoalan dan pembahasan yang menarik dan urgen untuk dikaji. Dalam 
sebagian masyarakat, kafa‟ah masih banyak dimaknai haruslah sekufu atau 
sepadan dalam hal segalanya, semisal apabila dari golongan orang kaya, 
maka harus mendapatkan yang kaya, apabila dari keturunan kiyai, maka 
mencari pasangannya dari keturunan kiyai juga, apabila dari kalangan NU 
maka dapatnya dari NU juga, Muhammadiyah dapatnya dengan 
Muhammadiyah juga dan lain sebagainya terkaitan dengan Ikatan 
pernikahan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga diharapkan dapat tercipta 
sebuah keluarga yang amanat, yang akan melahirkan generasi yang waladun 
s{alihun yad‟u lahu, generasi Rabbi Rad{iya, generasi „Abdan Syakura dan 
generasi yang Qurrata A‟yun, yang memiliki kesadaran fitriyah serta 
bertanggung jawab atas dirinya dan masyarakatnya.
11
 
2. Dalam Tesis yang berjudul ”Implementasi Kafa‟ah dalam Keluarga 
Pesantren (Studi Penerapan Kafa‟ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)” 
Karangan Faisol Rizal, bahwa salah satu pertimbangan yang dianjurkan 
agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa‟ah. 
Kafa‟ah sendiri dalam perkawinan merupakan faktor eksternal yang tidak 
digolongkan sebagai rukun perkawinan. Akan tetapi, kafa‟ah turut 
menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin 
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perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Pada praktiknya, dalam 
suatu komunitas tertentu, kafa‟ah sering kali diidentikkan dengan 
penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas esklusif. Hal ini 
dapat dilihat pada praktik perkawinan dalam banyak pondok pesantren. 
Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma 
fenomenologis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali 
makna dibalik data yang nampak. Adapun paradigma fenomenologis 
digunakan karena paradigma ini mengalir secara alamiah terkait dengan 
paradigma itu sendiri yaitu mencari data terkait dengan objek penelitian. 
Paradigma fenomenologis ini, menghindari asumsi umum dan 
menggenalisir objek. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait 
dengan teori kafa‟ah adalah kiai dan keluarga pesantren terbagi menjadi dua 
varian dalam teori kafa‟ah yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan 
dan teori kafa‟ah berlandaskan fikih klasik. Adapun praktik kafa‟ah di 
pesantren, maka praktik tersebut terdapat tiga corak, yaitu kafa‟ah berdasar 
ilmu pengetahuan, kafa‟ah berdasar nasab dan kafa‟ah berdasar agama.
12
 
3. Dalam jurnal berjudul “Kafa‟ah dalam Pernikahan dan Relevansinya 
terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah 
Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang” karya  Happy Nur, bahwa 
Keserasian atau kesepadanan dalam hukum perkawinan Islam atau yang 
dimaksud sekufu/kafa‟ah adalah “keseimbangan dan keserasian antara calon 
isteri dan calon suami yang ditujukan untuk menjaga keselamatan dan 
kerukunan dalam pernikahan bukan untuk kesahannya. Di Klinik Keluarga 
Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai kafa‟ah dalam 
pernikahan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosial 
nya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum pernikahan 
memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga 
harmonis. Kedua, Dengan adanya kafa‟ah antara suami dan istri dapat 
memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi antara suami dan istri, 
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meminimalisir percekcokan dalam rumah tangga, dan dapat membantu 
membentuk keluarga yang damai, nyaman dan sejahtera.
13
 
4. Dalam jurnal berjudul “Kafa‟ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” 
karya H. Otong Husni Taufik, bahwa kafâ‟ah dalam pernikahan antara calon 
suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan kafâ‟ah sering 
dipahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah 
dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan 
sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. 
Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang 
tenang (sakinah), cinta (mawaddah), kasih (rahmah), banyak cara yang 
harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya 
mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu 
kunci namun keberadannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu 
atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga.
14
 
5. Dalam jurnal berjudul “Kafa‟ah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-
Undang Negara Muslim” karya Nurcahaya, bahwa kebanyakan ahli fiqh 
menggambarkan konsep kafa‟ah dengan memberikan pernyataan bahwa jika 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan 
pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekufu. Maksudnya 
antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, 
sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik akhlaknya, 
seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut 
biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan 
terhindar dari ketidak beruntunga, semua orang Islam bersaudara, tidak ada 
perbedaan kulit hitam dengan kulit putih. Melihat keadaan seperti ini, 
tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana sesungguhnya 
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keberadaan kafa‟ah serta pengaruhnya dalam undang-undang hukum 
keluarga di dunia Islam.
15
 
Dari beberapa karya ilmiah (jurnal dan tesis) yang telah disajikan di atas, 
dapat dipahami bahwa ketiga karya ilmiah tersebut membahas tentang konsep 
kafa‟ah dalam kajian pustaka. Sedangkan dua karya ilmiah lainnya, masing-
masing membahas kafa‟ah dalam implementasinya di lapangan, seperti yang 
dijelaskan dalam tesis yang berjudul Kafa‟ah dalam Pernikahan dan 
Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik 
Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang), bahwa kafa‟ah 
yang terjadi di daerah tesebut ialah kafa‟ah dalam hal status sosial. Pada tesis 
yang berjudul Implementasi Kafa‟ah dalam Keluarga Pesantren (Studi 
Penerapan Kafa‟ah Kiai Pesantren Kab. Jombang, bahwa kiai dan keluarga 
pesantren terbagi dua varian dalam teori kafa‟ah yaitu teori berlandaskan teori 
pemilihan pasangan dan teori kafa‟ah berlandaskan fikih klasik. Adapun 
praktik kafa‟ah di pesantren, maka praktik tersebut terdapat tiga corak, yaitu 
kafa‟ah berdasar ilmu pengetahuan, kafa‟ah berdasar nasab dan kafa‟ah 
berdasar agama. 
Berdasarkan penjelasan singkat kelima judul penelitian di atas terdapat 
kesamaan dalam mengkaji dan membahas tentang kafa‟ah. Sedangkan yang 
menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah belum 
adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang kesepadanan pernikahan 
dalam mewujudkan keluarga sakinah yang terjadi di Desa Kasui Pasar 
Kabupaten Way Kanan terkait dengan kesepadanan dalam hal profesi dan suku 
yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis akan 
meneliti lebih dalam mengenai kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan 
keluarga sakinah (studi kasus Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan). 
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G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 
1. Kajian Teori 
Penelitian ini menggunakannteori „urf dan teori mas{lahah al-
mursalah. Menggunakan teori „urf  untuk menganalisa tradisi kesepadana 
pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way 
Kanan. Adapun menggunakan teori mas{lahah al-mursalah untuk 
menganalisa kesepadana pernikahan dari sisi kemaslahatannya dalam upaya 
mewujudkan keluarga yang sakinah. Berikut penjelasannya:    
a. Teori „Urf 
Penelitian ini penulis menggunakan teori „urf. Kata „urf  berasal dari 
kata „arafa, ya‟rifu ( يعرف-عرف ) Sering diartikan dengan al-ma‟ruf 
.yang berarti mengetahui (الوعروف)
16
 Kalau dikatakan فالى أولى فالى عرفا (Si 
Fulan lebih dari yang lain dari segi „urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan 
lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini 
lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.  
Sedangkan secara terminologi kata „urf, mengandung makna sesuatu 
yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam 
hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-
diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh 




Kata „urf juga terdapat dalam al-Qur‟an dengan arti “ma‟rûf” 
-yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al (هعروف)
A‟raf (7): 199: 
           ... 
Artinya:”Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma‟ruf...”
18
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Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata „adat dan 
„urf  tersebut, kedua kata itu mutaradif  (sinonim). Seandainya kedua kata 
itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan 
kepada „adat dan „urf , tidaklah berarti kata „adat dan „urf  itu berbeda 
maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai 
sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu 
memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata „urf adalah 
sebagai penguat terhadap kata „adat.
19
 
Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar 
katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata „adat dari bahasa Arab:عادة; 
akar katanya: „âda, ya‟udu ( يعود -عاد ); mengandung arti تكرار(perulangan). 
Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu  kali, belum dinamakan 
„adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai 
disebut „adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk 
perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar 
dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya al-Asyba>h wa al-Naz{âir.
20
 
Kata „urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya 
suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut 
sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua 
sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut 
dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini 
sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu 
pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang 
dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena 
perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu 
dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua 
kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedannya tidak berarti.
21
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Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi 
kandungan artinya, yaitu: „adat hanya memandang dari segi berulang 
kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai 
segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata „adat ini berkonotasi 
netral, sehingga ada „adat yang baik dan ada „adat yang buruk.
22
 Definisi 
tentang „adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya 
Ushul al-Fiqh cenderung ke arah pengertian ini, yaitu: 
 َعَلْيِو أُُمْورُُىمْ  ْستَ َقاَمتْ ِمْن ُمَعاَمََلٍت َوا َماأَْعَتَداُه الن اسُ 
Artinya:”Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya 
dan telah mantap dalam urusan-urusannya.” 
Kalau kata „adat mengandung konotasi netral, maka „urf tidak 
demikian halnya. Kata „urf  digunakan dengan memandang pada kualitas 
perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh 
orang banyak. Dengan demikian, kata „urf  itu mengandung konotasi 
baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata „urf dengan arti ma‟rûf 
dalam firman Allah swt., pada contoh di atas. Sejalan dengan pengertian 
tersebut, Badran mengartikan „urf  itu dengan: 
ْخَرى َحَّت  ََتَك َن َمر ٌة بَ ْعَد أُ  َتَكر رَ  ْو ِفْعلٍ َقْوُه ِمْن قَ ْوٍل أَ لْ أَْعَتَداُه ُُجُْهْوُر الن اِس َواَها
 بِاْلَقبُ ْولِ اَثَ رُُه ِفْ نُ ُفْوِسِهْم َوَصاَرْت تَ تَ َلق اُه ُعُقْوُِلُْم 
Artinya:”Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik 
dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan 




Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi 
konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di 
atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata „urf selalu 
digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata „adat dapat 
digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk 




 Qod{i Abdul Wahab al-Maliki al-Zuhaily, al-Israf „ala Masail al-Khalaf, (Tunisia: 




golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, 
maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai „adat orang itu, namun tidak 
dapat dikatakan sebagai „urf orang itu.
24
 
Dari adanya ketentuan bahwa „urf atau „adat itu adalah sesuatu yang 
harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada 
kemiripannya dengan ijmâ‟. Namun antara keduanya terdapat beberapa 
perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut: 
1) Dari segi ruang lingkupnya, ijmâ‟ harus diakui dan diterima semua 
pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka 
ijmâ‟ tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan 
bahwa ijmâ‟ yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak 
memengaruhi kesahihan suatu ijmâ‟). Sedangkan „Urf  atau „adat 
sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian 
besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang. 
2) Ijmâ‟ adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, 
yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan 
kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan „Urf atau „adat terbentuk 
bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui 
dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau 
bukan. 
3) Adat atau „urf itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh 
umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya 
orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijmâ‟ 
(menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; 




Penggolongan macam-macam adat atau „urf itu dapat dilihat dari 
beberapa segi: 
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1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini „urf itu 
ada dua macam: 
a) „Urf qaulî (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 
penggunaan kata-kata atau ucapan.
26
 Kata waladun (ولد) secara 
etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau 
perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena 
tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda 
perempuan (mu„annat{). Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki 
dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam 
al-Qur‟an, seperti dalam surat al-Nisa>‟ (4): 11-12. Seluruh kata 
walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang 
kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
27
 
Dalam kebiasaan sehari-hari („urf) orang Arab, kata walad itu 
digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak 
perempuan; sehingga dalam memahami kata walad kadang 
digunakan „urf qauli tersebut. Umpamanya dalam memahami kata 
walad pada surat al-Nisa>‟(4): 176:  
                                
                              
         ....    
Artinya:”Katakanlah:“Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 
tidakmempunyai anak dan mempunyai saudara 
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; 
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 
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keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 
yang meninggal . . . 
28
 (QS.al-Nisa>‟(4): 176) 
 
Melalui penggunaan „urf qauli, kata kalalah dalam ayat 
tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak 
laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman „urf qaula), anak 
laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak 
perempuan tidak dapat. Kata lahm (لحن) artinya adalah “daging”, 
baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum 
lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-
Qur‟an, surat al-Nahl (16): 14: 
                     ... 
Artinya:”Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu 
dapat memakan ikannya yang segar ...”
29
 (QS. al-Nahl 
(16): 14) 
Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di 
kalangan orang Arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk ikan. 
Karena itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan 
memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging 
ikan, maka menurut „adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak 
melanggar sumpah. 
b) „Urf fi‟lî (عرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. 
Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng 
(murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan 
pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima 
barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini 
tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling 
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mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan 
meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
30
 
2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, „urf terbagi kepada: 
a) Adat atau „urf umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum 
berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa 
memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) 
menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan 
kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat 
kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) dimana-
mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang 
memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk 
yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang 
dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
31
 
b) Adat atau „urf  khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan 
sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; 
tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. 
Umpamanya: (1) „adat menarik garis keturunan melalui garis ibu 
atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak 
(patrilineal) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda menggunakan 
kata paman hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk 
kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata 
“paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi 
masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak 
dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba 
sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa 
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3) Dari segi penilaian baik dan buruk, „adat atau „urf  itu terbagi kepada: 
a) „Adat yang shâhih (عرف صحيح), yaitu „adat yang berulang-ulang 
dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan 
agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya 
memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-
waktu tertentu; mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat 
hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu 
prestasi. 
b) „Adat yang fâsid (عرف فاسد), yaitu „adat yang berlaku di suatu 
tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan 
dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. 
Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta 
dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak 




Dalam literatur yang membahas kehujahan „urf atau „adat dalam 
istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang „urf atau 
„adat secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa „urf atau „adat 
yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara‟ atau yang secara tegas 
telah ditolak oleh syara‟, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang 
kehujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan „urf  
ini sedapat mungkin dibatasi pada „urf  bentuk keempat (sebagaimana di 
sebutkan di atas), baik yang termasuk pada „adat atau „urf yang umum 
dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 
„adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau 
tempat terjadinya sudah berubah.
34
 
Secara umum „urf atau „adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh 
terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama 
Hanafiyah menggunakan istihsân dalam berijtihad, dan salah satu bentuk 
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istihsân itu adalah istihsân al-„urf (istihsân yang menyandar pada „urf. 
Oleh ulama Hanafiyah, urf  itu didahulukan atas qiyâs khafi dan juga 
didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: „urf itu men-takhsis 
umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan „urf atau tradisi yang hidup 
dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan 
mendahulukan nya dari hadis ahad. 
Ulama Syafi„iyah banyak menggunakan „urf dalam hal-hal tidak 
menemukan ketentuan batasannya dalam syara‟ maupun dalam 
penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: 
فِ ُعرْ ِو ِاىَل اليَوََل ِفْ اللَُّغِة يَ ْرِجُع فِ رُْع َمْطَلًقا َوََل َضاِبَط لَُو ِفْيِو ُكلُّ َماَوَرَد ِبِو الش   
Artinya:”Setiap yang datang dengannya syara‟ secara mutlak, dan tidak 




Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan 
tentang tempat simpanan )حرز( dalam hal pencurian; arti berpisah dalam 
khiyar majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul qadim 
(pendapat lama) Imam Syafi„i di Irak, dan qaul jadid (pendapat baru) nya 




Dalam menanggapi adanya penggunaan „urf dalam fiqh, al-Suyut{i 
mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah: 
 الَعاَدُة ُُمَك َمةٌ 
Artinya:”Adat („urf) itu menjadi pertimbangan hukum.”
37
 
Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka 
terhadap „urf  tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn 
Mas‟ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu: 
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 ا فَ ُهَو ِعْنَدالّلِو َحَسنٌ نً سَ ْوَن حَ ِلمُ سْ ُه اْْلمُ ماَرَأَ 
Artinya:”Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, 
maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.”
38
 
Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang 
banyak), dalam arti, orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak 
menggunakan „urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai 
syarat yang disyaratkan”. 
 ُرْوِط َشْرطًاَمشْ َكالْ ا  ُف ُعْرفً وْ اْلَمْعرُ 




Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada „urf, maka 
kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas{. Para 
ulama yang mengamalkan „urf  itu dalam memahami dan mengistinbath-
kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima „urf 
tersebut, yaitu: 
1) „Adat atau „urf  itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 
Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi „adat atau „urf yang sahih, 
sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang 
kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup 
bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai 
baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima 




2) Adat atau „urf  itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 
yang berada dalam lingkungan „adat itu, atau di kalangan sebagian 
besar warganya. Dalam hal ini al-Suyut{i mengatakan: 
َا تُ عْ   َفََل اْضطََرَبْت  َذافَإِ  ,طََرَدتْ إُر اْلَعاَدُة ِإَذا بَ تَ ِإَّن 
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Artinya:”Sesungguhnya „adat yang diperhitungkan itu adalah yang 




Umpamanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu 
tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka 
dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara 
jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah 
mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata 
uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat 
pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: 
kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.
42
 
3) „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 
(berlaku) pada saat itu; bukan „urf yang muncul kemudian. Hal ini 
berarti „urf  itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau „urf 
itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada 
kaidah yang mengatakan: 
َا ُىَو الْ   َتَأِخرِ مُ الْ  َمَقارُِن الس اِبُق ُدْونَ اْلُعْرُف ال ِذى ََتِْمُل َعَلْيِو اَْلَْلَفاُظ ِإَّن 
Artinya:”„Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan 
hukum)hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, 
dan bukan yang datang kemudian.”
43
 
Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan 
akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya 
dibayar lunas atau dicicil, sedangkan „adat yang berlaku waktu itu 
adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian „adat ditempat itu 
mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. 
Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan 
antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami 
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berpegang pada „adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), 
sehingga memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta 
dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka 
berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi 
maharnya, sesuai dengan „adat yang berlaku waktu akad berlangsung 
dan tidak menurut„adat yang muncul kemudian. 
4) „Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada atau 
bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini 
hanya menguatkan persyaratan penerimaan„adat sahih; karena kalau 
„adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan 
dengan prinsip syara‟ yang pasti, maka ia termasuk „adat yang  fâsid 
yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.
44
 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa „urf atau „adat itu digunakan 
sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama 
atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama „adat atau „urf. 
„Urf atau „adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. „Adat atau „urf  itu 
menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, 
baik dalam bentuk ijmâ‟ atau maslahat.
45
 
„Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian 
lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, 
berarti secara tidak langsung telah terjadi ijmâ‟ walaupun dalam bentuk 
sukûtî.„Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung 
kemaslahatan. Tidak memakai „adat seperti ini berarti menolak maslahat, 
sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang 
bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung 
mendukungnya. 
b. Teori Mas{lahah al-Mursalah 
Sumber hukum Islam adalah Al-Qur‟an, sunnah, ijma>‟, qiya>s, 
istihsan, mas{lahah al-mursalah, „urf, istishab, syar‟u man qablana. 
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Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan 
tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu 
solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya 
zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam nas}, 
serta tidak ada satu dalil pun yang menolaknya maupun mengakuinya.
46
 
Mas{lahah al-mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu 
mas{lahah dan al-mursalah.
47
 Kata mas{lahah berasal dari kata kerja 
bahasa Arab ََ-)َصَلحََ َيْصُلُح(  menjadiَ atau (ُصْلًحا(  yang berarti sesuatu  )َمْصَلَحًة(
yang mendatangkan kebaikan.
48
 Kata mas{lahah kadang-kadang disebut 
juga dengan َ)َااِلْسِتْصََلْح( yang artinya mencari yang baik َااِلْصََلْح(َ )طََلُب 49 
sedangkan kata al-mursalah adalah isim maf‟ul dari fi‟il mad}i dalam 
bentuk s|ulasi, yaitu  )َرَسَل( , dengan penambahan huruf  alif dipangkalnya, 
sehingga menjadi  secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti  )َاْرَسَل(
 (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata 
maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang 
menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”
50
 
Perpaduan dua kata menjadi mas{lahah al-mursalah yang berarti 
prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan 
suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang 
mengandung nilai baik atau bermanfaat.
51
 al-Ghazali merumuskan 
pengertian maslahah mursalah sebagai berikut: 
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ٌ  ِع بِاْلُبْطََلِن َوََل بِاَِلْعِتَبارِ ْرَما َلَْ َيْشَهْد َلُو ِمْن الش   َنصٌّ ُمَعّي 
Artinya:“Apa-apa (mas{lahah) yang tidak bukti baginya dari syara‟ 
dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada 
yang memperhatikannya”. 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, mas{lahah al-mursalah adalah 
mas{lahah di mana syari‟ tidak mensyari‟atkan hukum untuk 




Berdasarkan definisi di atas maka mas{lahah al-mursalah ialah 
menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan 
dalam al-Qur‟an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk 
kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada 
asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.
53
 Seperti kaidah ushul 
fiqh berikut : 
ٌم َعلَ ْرُء اْلَمَفادَ   ِلحِ َجْلِب اْلَمَصا ىِسِد ُمَقد 




Mas{lahah al-mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda 
kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang 
melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif 
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Hakikat dari mas{lahah al-mursalah adalah sesuatu yang baik 
menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalbul 
mas}alih au manfa‟ah) atau menghindarkan keburukan (dar‟ul mafasid) 
bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan 
tujuan syariah (maqa>s}id syari>‟ah) dalam menetapkan hukum, 
walaupun tidak ada petunjuk syara‟ secara khusus yang menolaknya, 
juga tidak ada petunjuk syara‟ yang mengetahuinya. Hal ini selaras 
dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani 
Abdullah yang mengungkap bahwa masl{ahah adalah perangkat hukum 
yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan 
kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.
56
 
Mas{{lahah terdapat dua macam yaitu: 
1) Mas{lahah al-mu‟tabarah ialah suatu maslahat atau kebaikan yang 
telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan 
Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal 
menjalankan peraturannya. 
2) Mas{lahah al-mursalah yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena 
adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya 
Rasulullah saw.
57
 Adapun objek mas{lahah al-mursalah adalah 
kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak 




Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan mas{lahah al-
mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan 
syari‟at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal 
itu, ulama menyusun syarat-syarat mas{lahah al-mursalah yang dipakai 
sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu: 
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1) Mas{lahah yang dimaksud adalah mas{lahah yang sebenarnya bukan 
hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan 
pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi 
kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan 
dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan 
mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami 
untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada 
hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum 
semacam ini tidak mengandung maslahah, bahkan hal itu dapat 
mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan 
suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, 
bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.
59
 
2) Mas{lahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya 
ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu 
kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak 
hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang 
saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membetengi 
diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum 
muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan 
menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. 
Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang 
membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh 
orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi 
memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara 
melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka. 
3) Mas{lahah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara‟ yang telah 
ada, baik dalam bentuk nas}, al-Qur‟an dan sunnah, maupun ijma>‟ 
dan qiyas}. 
4) Mas{lahah al-mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang 
memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, 
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maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus 
ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
60
 
Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap 
kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan 
hukum, yaitu: 
1) Mas{lahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara‟ 
2) Mas{lahah itu tidak bertentangan dengan nash syara‟ 
3) Mas{lahah itu termasuk dalam kategori mas{lahah yang d}aruriyyat, 
baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang 
banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.
61
 
Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa mas{lahah al-mursalah 
dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam 
tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, 
dan ditambahkan mas{lahah tersebut merupakan kemaslahatan yang 
nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau 
hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan 
menolak kemudaratan. Selama mas{lahah tersebut mengandung manfaat 
secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak 
melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur‟an dan 
Hadis
62
 dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud 
dalam teori maqashid syariah yaitu menjaga agama (hifz{ al-di>n), 
melindungi jiwa (hifz{ al nafs); melindungi akal (hifz{ al-aql); 
melindungi kelestarian manusia (hifz{ al-nasl atau hifz{ al-nasab ); dan 
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2. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan 
peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.
64
 
Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam 
sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada 
hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi 
yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan 
merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan 
memprediksi gejala itu.
65
 Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian 
tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul 
penelitian ini meliputi kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga 
sakinah (studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan). 
Tradisi masyarakat yang terjadi di Desa Kasui Pasar KabupatenWay 
Kanan bahwa setiap masyarakat Desa Kasui Kabupaten Way Kanan yang 
bersuku Jawa Serang dan mempunyai mata pencaharian sebagai pengusaha 
toko emas, diharuskan menikah juga dengan orang yang bersuku Jawa 
Serang dan bermata pencaharian sebagai pengusaha toko emas. Hal ini 
bertujuan agar perkawinan mereka langgeng. Berdasarkan pembahasan 
tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
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H. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan pendekatan sosiologis, filosofis dan historis. Melalui pendekatan 
sosiologis dalam penelitian ini, guna mengetahui secara komprehensif 
mengenai kesepadanan pernikahan sebagai salah satu syarat dalam membentuk 
keluarga sakinah dimasyarakat Kasui. Pendekatan filosofis guna mengetahui 
asal usul tradisi kesepadanan pernikahan sebagai syarat nikah yang terdapat di 
Desa Kasui Pasar Way Kanan, adat kebiasaan ini yang dalam pernikahan 
dalam memilih calon pasangan haruslah sesuai dengan hukum adat yang 
berlaku di desa tersebut. Serta melalui pendekatan historis guna mengetahui 
sejarah adat tradisi pernikahan yang mengharuskan satu suku dan satu profesi 
di desa tersebut. 
 
I. Metode Penelitian 
Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari 
sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta 




Tradisi Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan 





teori mashlahah mursalah 
Tidak sesuai dengan 
hukum Islam 





1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitan lapangan (field research), yaitu 
dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian 
ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang 
apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan 
masyarakat.
66
 yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 
lapangan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari KUA dan 
masyarakat Desa Kasui Pasar Way Kanan guna memperoleh data yang 
berhubungan dengan kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga 
sakinah, dan mengetahui bagaimana praktik dan penerapan kesepadanan 
tersebut dalam hukum Islam dan hukum adat. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu 
metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis 
penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan pelaku  yang diminati.
67
 Dalam penelitian yang 
dilakukan untuk mengumpulkan data dengan meninjau adat kebiasaan yang 
diterapkan dalam kesepadanan pernikahan untuk mewujudkan keluarga 
yang sakinah. 
3. Sumber Data 
Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu 
sumber data primer dan sekunder: 
a. Data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber 
aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah 
hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way 
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Kanan yang bersuku Jawa Serang yang bermata pencaharian pengusaha 
emas dan tokoh adat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. 
b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara 
langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data 
pendukung dalam penelitian sumber data sekunder dalam penelitian ini 
mencakup buku-buku hukum Islam dan hukum adat, karya ilmiah, 
mengenai kesepadanan atau sekufu dalam pernikahan yang berhubungan 
dengan penelitian. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
68
 Adapun 
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 24 (dua puluh empat) 
masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan yang berprofesi 
sebagai penjual emas. 
Sampling adalah bagian dari individual atau populasi yang akan diteliti. 
Pada penelitian ini penulis dalam pengambilan sampel ditentukan melalui 
purposive sampling, yaitu penarikan sample yang akan dilakukan dengan 
cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.
69
 Adapun 
responden dalam penelitian ini yaitu 18 (delapan belas) orang masyarakat 
Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, yang terdiri dari 10 orang yang 
menikah dengan sesama penjual emas, 5 orang yang tidak menikah dengan 
sesama penjual emas, 1 orang selaku tokoh adat, 1 orang tokoh agama, dan 
1 orang tokoh masyarakat Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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Teknik Observasi menurut Pauline V. Young “Observation May be 
defined as systematic viewing couplet with consederation of the seen 
phenomena”.
70
 Maksudnya observasi diartikan sebagai sistematika 
pandangan dengan memperhatikan gejala-gejala yang tampak. Jadi 
observasi adalah mengamati atau mencatat secara sistematis mengenai 
keadaan yang diselidiki. Adapun yang diobservasi adalah kesepadanan 
pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa 
Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan. 
b. Wawancara 
Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai  tujuan tertentu.
71
 
Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. 
Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah 
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk 
mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun 
melakukan wawancara masyarakat Desa Kasui Pasar KabupatenWay 
Kanan yang bersuku Serang yang bermata pencaharian pengusaha emas 
dan tokoh adat Desa Kasui Pasar KabupatenWay Kanan. 
c. Metode Dokumentasi  
Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu 
masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, 
berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain 
itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai 
literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut. Dokumen 
yang dibutuhkan antara lain foto bersama narasumber dan berkas hasil 
wawancara bersama narasumber. 
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6. Pengolahan Data 
Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan 
dengan cara : 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul 
sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah. 
b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang 
hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah. 
c. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara 
teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah 
diinterpretasikan. 
d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 
7. Analisis Data 
Dalam penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih 
menekankan analisisnya pada kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan 
keluarga sakinah di Desa Kasui Pasar KabupatenWay Kanan. Dengan 
pendekatan berfikir induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 
fenomena kemudian menggunakan metode induktif yang mengumpulkan 







KONSEP KESEPADANAN DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Hukum Perkawinan di Indonesia 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-nika>h.
72
 Al-
nika>h bermakna al-wat{„i dan al-dammu wa al-tada>khul, terkadang juga 
disebut dengan al-dammu wa al-jam‟u atau ibarat al-wat{‟u wa al-„aqdu 
yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.
73
. Karena nikah adalah 
akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat 
atau mis\aqan galiz{a untuk memenuhi perintah Allah swt., dan 
melaksanakannya merupakan ibadah,
74
 dengan tujuan yang bersifat material 
yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki 
latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan meraka yang 
berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa 
dirundingkan serta disepakati bersama.
75
 Dengan demikian, dalam konteks 
sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan 
bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.  
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 
untuk segera melaksanakanya. Karena perkawinan dapat mengurangi 
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk 
perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi 
belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi 
Muhammad saw., untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki 
kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinaan.  
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Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan 
lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup 
bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang 
dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari‟at Islam. Di dalam 
Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 




Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunatullah yang 
umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, 
maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt., 
sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 
hidupnya.
77
 Sebagaimana Firman Allah QS. al-Zariyyat [49]: 49 yaitu:  
                    
Artinya:“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS. al-Zariyyat [49]: 49)
78
 
Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah mendefinisikan nikah 
sebagai berikut:  
َها َعاََلُ اَِلْنَساِن   ِفْ اََْلِق َوالت ْكوِْينِ الز ْوِجي ُة ُسن ٌة ِمْن ُسن ِة اهللُ  َوِىَي َعاَمٌة ََل َيُسدُّ َعن ْ
 ََلُ اِلَيَ َواِن اْو َعاََلُ الن َباتِ ااَْو عَ 
Artinya:“Perkawinan adalah salah satu sunnatullah dari hukum penciptaan 
dan pembentukan yang umum berlaku tidak dapat dicegah dari 
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Kata nikah dalam al-Qur‟an terkadang digunakan untuk menyebut akad 
nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan 
seksual. Firman Allah swt., dalam QS. al-Nisa>‟ [4] ayat 3: 
                                   
                             
Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya”.
80
 (QS. al-Nisa>‟ ayat 3) 
 
Contoh lain adalah firman Allah swt., QS. al-Nisa>‟[4]: 22, yang 
berbunyi:   
                            
           
Artinya:“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”
81
 (QS. al-Nisa>‟: 22) 
Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-
mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti al-wat}‟u 
atau al-jima>‟u  (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh 
menikah yang artinya melakukan hubungan seksual 
82
 (al-wat{‟u atau al-
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jima>‟u) adalah sebagaimana difirmankan Allah swt., dalam QS. al-Baqarah 
[2] ayat 230 : 
                                    
                                   
Artinya:“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui”.
83
 (QS. al-Baqarah ayat 230) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai al-wat{‟u atau al-
jima>‟u (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah 
diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat 
melakukan ruju‟ dengan suami yang pertama. Apabila suami telah 
menjatuhkan talaq yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa 
menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada muhallil. Jadi si mantan 
istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai 




Para ulama‟ berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang 
memaknai secara hakiki dan secara majazi, sebagai berikut: 
Pendapat pertama (Imam Syafi‟i) yang dishahihkan oleh Abu Thayib, 
Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk 
menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara majazi untuk 
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Pendapat kedua (Imam Hanafi) mengemukakan bahwa nikah pada 
hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang 
dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah
86
. 
Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam 
bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut 
bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, 
untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif 
secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia 
karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan 
terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena 
dalam suatu proses pernikahan terdapat „izzah (pernyataan penyerahan dari 
pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). 




2. Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri 
manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau 
mis\aqan galiz{a. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan 
dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan abadi, tidak 
hanya untuk sementara waktu seperti yang dianut oleh paham yang 
membolehkan nikah mut‟ah sampai kini.
88
 Allah swt., menganjurkan 
perkawinan lewat firman-Nya yaitu sebagai berikut: 
                          
                 
Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
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Ayat di atas Allah swt., menyeru para wali agar menikahkan orang-orang 
yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristeri dan perempuanyang 
belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitupun terhadap 
hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu 
akan tetapi pada segenap kondisinya, hingga disaat orang itu bertarap sosial 
ekonomi yang rendah (miskin), karena Allah swt.,yang akan memampukan 
mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya. Firman Allah swt.: 
…                           
Artinya:“…Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 




Selain itu, dalam firman-Nya yang lain: 
                      …    
Artinya:“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 
karunia-Nya...” (QS. al-Nu>r: 33)
91
 
Tidak mampu untuk kawin namun menjaga kesucian diri dari maksiat, 
berarti bersabar menahan gejolak nafsu yang selalu timbul dan cenderung 
mengarah pada keburukan (maksiat). Maka Islam memberikan pengendalian 
kebinalan salah satunya dengan cara berpuasa, sebagaimana sabdanya: 
 َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالص ْوِم فَِان ُو َلُو ِوَجاءٌ )رواه ُجاعة(...
Artinya:“...Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa 
karena berpuasa itu dapat menundukkan nafsu birahi (perisai 
gejolak nafsu syahwat). (HR. Jamaah)
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                    … 
Artinya:“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 
keturunan...“ (QS. al-Ra‟ad: 38)
93
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt., menjadikan istri-istri untuk 
manusia (laki-laki) dengan tujuan agar mendapatkan mawaddah wa rahmah 
(cinta dan kasih sayang) dan mendapat keturunan sebagai generasi penerus. 
Tentunya apa yang diperoleh dalam hidup bersama tersebut harus dengan 
jalan yang ditetapkan Allah swt., yaitu melalui perkawinan yang sah serta 
dirihoi-Nya. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan isteri-isteri itu 




Begitu pula pada hadis Nabi saw.: 
ْسَتطَاَع ِمْنُكُم الَباَءَة فَ ْلَيتَ َزو ْج فَِان ُو اََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِب َمن اابَ ش يَا َمْعَشَر ال
ص ْوِم فَاِءن ُو لَُو ِوَجاءٌ )متفق عليو( لَلَْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِا لِلَفرِْج َوَمنْ   
Artinya:“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu 
menyipakan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat 
menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak 





 )رواه ابن ماجة( فَ ْلَيتَ َزو جْ  ْولٍ طَ  ِمْنُكْم َذا َمْن َكانَ 
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3. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan mempunyai tujuan sebagaimana keinginan manusia itu 
sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia 
dalam suasana cinta dan kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah swt. 
Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriah manusiawi, untuk 
memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan 
agama yang bersangkutan. Dan apabila syahwat telah mendesak, padahal 
kemampuan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan 
berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai daya mental 
dalam mengahadapi kemungkinan-kemungkinan godaan setan yang 
menarik-narik untuk berzina
97
. Untuk itu ada beberapa tujuan dari 
disyari‟atnya perkawinan atas umat Islam di antaranya adalah: 
a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang 
akan datang, hal ini dapat di lihat dalam Qur‟an surat al-Nisa>‟ ayat 1: 
                               
                                  
    
Artinya:”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 
Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu”.
98
 (QS. al-Nisa>‟ ayat 1) 
 
b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia,yang penuh ketenangan 
hidup, dan rasa kasih sayang. Seperti di dalam surat al-Ru>m ayat 21: 
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                            
                     
Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
99
 (QS. al-Ru>m ayat 21) 
 
c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 
d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara 
laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang 
bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah 




Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan perkawinan 
yaitu: 
a. Menjaga kemaluan suami istri dengan menjaga pandangan masing-
masing di antara keduanya, dengan perjnjian ini hanya kepada 
pasangannya tidak menyerahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita 
lain. 
b. Memperbanyak umat lewat keturunan untuk memperbanyak hamba-
hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nya, sehingga 
terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong 
dalam berbagai aktivitas kehidupan. 
c. Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling 
menyayangi dan tolong menolong sekiranya tidak ada akad nikah dan 
upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang 
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tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, 
tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang. 
d. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di 
antara suami istri, setiap manusia membutuhkan teman pendamping 
dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka dalam 
kelapangan dan kesusahan. 
e. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus 
karena bersatunya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya 
masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu 
memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan, sementara istri menata 
rumah, mengurus kebutuhan hidup mendidik anak-anak dan menangani 




4. Prinsip-Prinsip Perkawinan 
Asas-asas dan atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud di sini 
adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan 
sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga 
menurut hukum Islam. 
Ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip 
perkawinan, di antaranya: 
…                 …   
Artinya: “… Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang 
telah ditetapkan Allah untukmu”…(Q.S. al-Baqarah [2]: 187)
102
 
Prinsip perkawinan yang digambarkan dalam ayat di atas bahwa suami 
adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran sebagai 
pakaian, mengingatkan bahwa fungsi suami dan isteri adalah untuk saling 
menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan 
memuliakan satu sama lain.
103
 




 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin, (Al-Qur‟an dan Terjemahannya), 
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 …                         …    
Artinya: “… Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, 




Maksud dari ayat ini bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang 
seimbang dari suaminya seperti baik dalam pergaulan sehari-hari, 
meninggalkan hal-hal yang dapat mencelakakan istri dan lain sebagainya. 
Namun, pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan, tentang hak, seperti 




...                  ... 
Artinya: “… Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 




Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa penetapak al-Qur‟an tentang bayi 
disapih setelah dua tahun disusui adalah untuk menghindari konflik dan 
perselisihan antara orang tua (suami isteri). Meski syari‟at menetapkan dua 
tahun, bayi boleh disapih sebelum mencapai dua tahun  itu, jika ada alasan 
yang dibenarkan serta dengan kesepakatan dan keridaan suami isteri. 
Tentunya hal itu tidak boleh membahayakan kondisi bayi. 
          …   




Allah swt., menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-
Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan seimbang. 
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                                   
                      
Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 




Ayat ini menjelaskan kepada para suami untuk memberikan nafkah 
kepada isteri yang telah ditalak, dan kepada isteri yang sedang menyusukan 
menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi dalam artian disempitkan 
resekinya hendaknya memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya 
yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya. Allah tidak akan 
memikulkan beban kepada seseoang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan. 
                           
                     
Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 





Ayat ini menerangkan adanya tanda-tanda kebesaran Ilahi pada diri 
manusia yaitu Allah swt., telah menciptakan pasangan untuk setiap manusia 
yang mana hal itu bertujuan agar manusia dapat mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
110
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ayat di atas, Allah swt., menegaskan bahwa hal itu merupakan tanda–tanda 
kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir. 
 Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khairuddin Nasution mengungkapkan, 
minimal ada 5 prinsip perkawinan: 
a. Prinsip musyawarah dan demokrasi; 
b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan 
keluarga;  
c. Prinsip menghindari kekerasan; 
d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner; 
e. Prinsip keadilan.111 
Selain 5 prinsip tersebut, masih ada prinsip lain, di antaranya:  
a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang 
mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah 
(peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah 
pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak; 
b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada 
ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang 
harus diindahkan; 
c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun 
yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri; 
d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau 
rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya; 
e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di 
mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
112
 
Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang 
Perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai 
berikut: 
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a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
113
 
b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah 
sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan 
kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama hal 
nya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan 
seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
114
 
c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. 
Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang 
istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan 




d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus 
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan 
perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu 
harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena 
perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, 
sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, 
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan 
dengan batas umur yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Perkawinan 
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menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 
19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.
116
 
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 
untuk mempersukar terjadinya perceraian.
117
 Untuk melakukan 
perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang 
Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi 
golongan non Islam. 
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 
bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri
118
 
Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum 
Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan 
sejalan dan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. 
Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur‟an dan 
Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:  
a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; 
b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat 
oleh petugas yang berwenang; 
c. Asas monogami terbuka; 
d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan 
perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada 
perceraian; 
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e. Asas mempersulit terjadinya perceraian; 
f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam 
kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat; 
g. Asas pencatatan perkawinan.119 
B. Kafa’ah dalam Perkawinan 
1. Pengertian Kafa‟ah 
Kafa‟ah berasal dari kata (كفيء) di artikan sebagai setara. Menurut 
bahasa dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, 
serupa sedrajad atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam, kafa‟ah atau 
kufu‟ dalam perkawinan  diartikan sebagai keseimbangan dan keserasihan 
antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa 
berat untuk melangsungkan pernikahan.
120
 
Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa‟ah diartikan dengan 
keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), 
agama (di>n), keturunan (nasab) dan semacamnya. Sedangkan dalam istilah 
fuqaha‟, kafa‟ah didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal 
kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan 




Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam 
membina rumah tangga. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang 
aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu banyak ulama menekankan perlunya 
kesetaraan dalam garis keturunan di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, 
akhlak, dan tentu saja dalam agama.
122
 Kufu‟ diukur ketika berlangsungnya 
akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka 
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hal itu tidaklah menganggu dan tidak pula membatalkan apa yang sudah 
terjadi itu sedikitpun, serta tidak mempengeruhi hukum akad nikahnya.
123
 
Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk membentuk rumah 
tangga. James H.S. Bossard menghubungkan perkawinan itu dengan status 
orang yang melakukannya. Menurutnya ada berbagai tujuan sehingga orang 
melakukan pernikahan untuk membentuk rumah tangga. Tujuan pertama 
menurut beliau ialah bahwa pernikahan itu menghasilkan satu status yang 
lebih besar dan tinggi dalam keluarga. Sedangkan didalam masyarakat, 
pernikahan meningkatkan status di tengah kelompok dan masyarakat.
124
 
Jadi kafa‟ah adalah keseimbangan, dalam perkawinan kafa‟ah dapat 
diartikan sebagai seimbangnya antara calon suami dan istri meliputi 
keyakinan atau agama, keislaman atau tingkat kepahaman dalam Islam, 
nasab atau keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan atau tingkat ekonomi. 
Kafa‟ah sendiri dianggap mempengaruhi keharmonisan dalam rumah 
tangga. 
 
2. Dasar Hukum Kafa‟ah 
Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi 
apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak 
sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, 
sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh 
berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih 
menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.
125
 Landasan 
keserasian dalam pernikahan ialah: 
                                 
                           
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Artinya:”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-
laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan 
wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). 
mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang 




Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a., dan S{afwan dari segala 
tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang 
paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kafa‟ah. Jumhur ulama‟ 
termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi‟i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad 
dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa kafa‟ah tidak termasuk syarat sah 
pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetap 
dianggap memilki legalitas hukum. Kafa‟ah dipandang hanya merupakan 
segi afd{oliyah saja.
127
 Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat: 
…           …    
Artinya:”…Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 




Kafa'ah merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan 
walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan 
melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, 
apabila wanita tersebut dan walinya rida.
129
 
Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadis yang 
mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, 
padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku 
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Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.
130
 Imam Muslim r.a., 
meriwayatkan: 
َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الر ْْحَِن, َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قَ ْيٍس, َأن  أَبَا َعْمرِو ْبَن َحْفٍص  َعنْ 
ُلُو ِبَشِعْْيٍ, َفَسِخطَْتُو, فَ َقاَل: َوالّلِو مَ فََأْرسَ َبت َة, َوُىَو َغاِئٌب, طَل َقَها الْ  َها وَِكي ْ ا َلِك َل إِلَي ْ
َنا ِمْن َشْيٍء, : , فَ َقالَ ِلَك َلوُ َفَجاَءْت َرُسْوَل الل ِو َصل  الّلُو َعَلْيِو َوَسل َم, َفذََكَرْت ذَ  َعَلي ْ
لَْيَس َلِك َعَلْيِو نَ َفَقٌة, َفَأَمَرَىا َأْن تَ ْعَتد  ِفْ بَ ْيِت أُمِّ َشرِْيٍك, ُُث  قَاَل: تِْلِك اْمَرأٌَة 
أُمِّ َمْكتُ ْوِم, فَِإن ُو َرُجٌل أَْعَمى َتَضِعّْيَ ثَِياَبِك, يَ ْغَشاَىا َأْصَحاِب, اْعَتدِّي ِعْنَد اْبِن 
نِْيِِن, قَاَلْت: فَ َلم ا َحَلْلُت ذََكْرُت َلُو َأن  ُمَعاِويََة بَن َأِب ُسْفَياَن, َوأَبَا فَِإَذا َحَلْلِت فَاذِ 
, َفََل َيَضُع : أَم ا أبُو َجْهمٍ َجْهٍم َخطََباِن, فَ َقاَل َرُسْوُل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل مَ 
َعَصاُه َعْن َعاتِِقِو, َوأَم ا ُمَعاِويَُة َفُصْعُلْوٌك ََل َماَل َلُو, اْنِكِحْي ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد. 
 َبْطُت ِبِو.َفَكرِْىُتُو, ُُث  قَاَل: اْنِكِحي أَُساَمَة, فَ َنَكْحُتُو, َفَجَعَل اهللُ ِفْيِو َخي ْرًا, َواْغتَ 
Artinya: "Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais 
bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak 
tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang 
wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum,(Fathimah) 
pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami 
tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, 
Fatimahmenemui Rasulullah saw., untuk menanyakan hal 
itukepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidakwajib lagi 
memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk 
menghabiskan masa iddahnya dirumah Ummu Syarik. Tetapi 
kemudian beliaubersabda: "Dia adalah wanita yang sering 
dikunjungioleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa 
iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki 
yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu 
telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia 
(Fatimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai,kuberitahukan 
hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al 
Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw., bersabda: "Abu 
Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya 
dari lehernya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang 
yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan 
Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap 
bersabda: "Nikahlah dengan Usamah."Lalu saya menikah dengan 
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Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada 




Pertimbangan kafa'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak 
perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan  
apakah lelaki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak.
132
 
Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu 
tidaklah menjadi masalah. 
Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan 
sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi saw., derajatnya 
dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa 
dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan 
seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika 
seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu 
bukanlah suatu aib. Rasulullah saw., bersabda: 
تَ ْوَن َأْجَرُىْم ََل ثَ  الَ اهلل قَ  ن  َرُسولَ َعْنُو اَ  اهللُ  يَ َعارى َرضِ شْ َلَ ِب ُمْوَسى اْ َعْن اَ  ْْ ثٌة يُ 
َْدِّبُ َها فَ يُ ِلَيَمَها, َمر تَ ّْيِ: الر ُجُل َتُكْوُن لَُو اِلََمُة, فَ يُ َعلُِّمَها فَ ُيْحِسُن تَ عْ  َها, ِسُن أََدبَ حْ َويُ 
 بخارى(الرواه (.ْجرَانِ َها فَ َلُو أَ َزو جُ ُُث  يُ ْعِتُقَها فَ َيتَ 
Artinya:"Dari Abi Musa al-Asy‟ari ra., bahwasanya Rasulullah saw., 
bersabda: ada tiga macam orang yang akan memperoleh pahala 2 
kali: seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian 
ia mengajarinya dengan baik dan mendidik akhlaknya dengan baik 





Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran kufu‟. Dia berkata: “Semua 
orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal 
tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. 
Kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamannya, namun 
tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun 
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seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah kufu‟  
untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya 
adalah: 
          …    




Rasulullah saw.,telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekasbudak 
beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan D{aba‟ah binti Zubair bin Abdul 
Mut{alib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang 
tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak 
boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan 
fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula.
135
 
Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari 
Imam Ahmad mengatakan bahwa kafa‟ah itu termasuk syarat sah 
perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua 
mempelai yang tidak sekufu masih dianggap belum sah.
136
 Mereka 
bertendensius dengan potongan hadis riwayat oleh al-Da>r Qut{ny yang 
dianggap lemah oleh kebanyakan ulama‟. Hadis itu berbunyi: 
َل  اِ  ن  ىُ و جُ َل  ِمَن اَلَْكَفاِء َوََل تَ َزو  َساَء إِ ِكُحوا النِّ نْ ََل تَ  الَ قَ  اهللُ  ولَ سُ رَ  ن ر اَ مَ عُ  نِ بْ َعْن اِ 
 ِمَن أَِلْولَِياِء )رواه الدار قطىن(
Artinya:“Dari Ibn „Umar bahwa Rasulullah saw., bersabda: Janganlah 
kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan 
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Dalil disyari'atkannya kafa'ah dalam pernikahan adalah hadis:  
 (و)رواه ابن ماجُحْوا اَِلْكَفاَء, َواْنِكُحْوا إِلَْيِهمْ كِ انْ ََتَي  ُرْوا لُِنطَِفُكْم, وَ 
Artinya:"Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang 




َأْكَفاُء بَ ْعٍض, َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلل َصل ى َعَلْيُو َوَسل َم )اْلَعَرُب بَ ْعُضُهْم 
.ََلْ ُيَسم ,  ِإَل  َحاِئًكا أَْو َحج اًما( َرَواُه اِْلَاِكُم, َوِف ِإْسَناِدِه رَاوٍ   َواْستَ ْنَكرَُه أَبُ ْو َحاِتٍِ
Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Bangsa 
Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum Mawali (bekas 
hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, 
kecuali tukan tenun dan tukang bekam.” Riwayat Hakim dan dalam 
sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak 




Meskipun kafa‟ah masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan 
merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah, Imam 
Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad tetap mengakui 
kafa‟ah dengan dasar dan ketentuan masing-masing. 
3. Tujuan kafaah 
Kafa‟ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi 
tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa‟ah hanyalah hak bagi 
wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, 
serasi/sesuaiakan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar 
kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh 
dibatalkan.
140
 Beberapa tujuan kafa‟ah dalam pernikahan antara lain: 
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a. Kafa‟ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong  
terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan 
perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.
141
 
b. Kafa‟ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang 
ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak 
kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki 
yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir 
dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap 
perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh 
sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa‟ah 
terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa 
berusaha seselektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target 
paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-
benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan 
hak talak yang ada di tangannya.  
c. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga 
dan  perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-
makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari 
pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan  berjalan normal 
dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau 
sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan 
totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan 
kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya. Naik atau turunnya 
derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang 
perempuan biasaakan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang 
laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, 
dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan 
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4. Pendapat Ulama Tentang Kafa‟ah dalam Perkawinan 
Mayoritas Ulama sepakat menempatkan diyanah (agama) sebagai 
kriteria kafa‟ah. Konsensus itu didasarkan pada surat al-Sajadah ayat 18: 
                      
Artinya:”Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 
fasik? mereka tidak sama.” (QS.al-Sajadah ayat 18)
143
 
Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah 
ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan lain para ulama‟ 
berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafa‟ah. 
Berikut pendapat dari para imam mazhab: 
a. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa dasar kafa‟ah adalah: 
1) Nasab 
Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu‟ antara 
satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama 
Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu‟ 
dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan 
Quraisy, tidak sekufu‟ dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya. 
2) Islam 
Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan 
Islam maka orang kufu‟ dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-
orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. 
Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka 
merasa tidak akan berharga dengan Islam.  
Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-
bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. 
Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya 








beragama Islam, tidak kufu‟ dengan laki-laki muslim yang ayah dan 
neneknya tidak beragama Islam.
144
 
3) Hirfah;  
Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala 
sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan 
baik perusahaan maupun yang lainnya.
145
 Seorang perempuan dan 
keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu‟ dengan laki-laki 
yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir 
bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah 
dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat 
atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. 
Sebab ada kalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap 
terhormat pada tempat yang lain. 
4) Huriyyah (Kemerdekaan dirinya) 
Budak laki-laki tidak kufu‟ dengan perempuan merdeka. Budak 
laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu‟ dengan perempuan yang 
merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah 
menjadi budak tidak kufu‟ dengan perempuan yang neneknya tidak 
pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin  
dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh 
laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.
146
 
5) Diyanah;  
Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagaman 
merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur 
kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.
147
 
Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah 
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dianggap kufu‟ dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. 
Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. 
6) Kekayaan 
Ulama Syafi‟iyah berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam 
membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya.  
Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi 
ukuran kufu‟ karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam dan bagi 
perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.
148
 
b. Menurut Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa dasar kafa‟ah adalah: 
1) Diyanah  




2) Terbebas dari cacat fisik 
Salah satu syarat kufu‟ ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang 
mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufu‟ dengan 
perempuan yang sehatdan normal. Adapun cacat yang dimaksud 
adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang 
meliputi penyakit gila, buta, kusta atau lepra.
150
 Di antara kecacatan-
kecacatan nikah adalah:  
a) Rataq (Lubang kemaluan tertutup daging) 
b) Qaran (Lubang kemaluan tertutup tulang) 
c) Jabb (Kemaluan putus) 
d) Unnah (Impoten / kemaluan tidak bisa tegang) 
e) Bakhar (Mulut berbau busuk) 
f) Sunan (Keringat berbau busuk).151 
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c. Menurut ulama Syafi‟iyah, menyatakan bahwa dasar kafa‟ah adalah: 
1) Nasab  
Tidaklah dinamakan sekufu bila pernikahan orang bangsawan Arab 
dengan rakyat jelata atau sebaliknya. 
2) Diyanah 
Tidaklah sekufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang 
bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk 
menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik 
sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-
laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk, dan sebagainya). Perempuan 
yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina 
sederajat dengan laki-laki pezina.
152
 
3) Kemerdekaan dirinya  
Tidaklah sekufu bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak.  
4) Hirfah.  
Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan 
raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan 
perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit 
atau tukang listrik dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan 
anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan 
perempuan anak ulama atau anak hakim.
153
 
Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. 
Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. 
Menurut Imamal-Syafi‟i pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan 
dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan 
yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau 
perempuan budak. Demikian menurut Imam al-Syafi‟i. 
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d. Menurut Ulama Hanabilah menyatakan bahwa yang menjadi dasar 
kafa‟ah adalah: 
1) Diyanah (agama) 
2) Hirfah (profesi) 
3) Kekayaan 
4) Kemerdekaan diri, dan 
5) Nasab154 
Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab 
Syafi‟i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurut 
Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang 
kaya.  
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah kafa‟ah dalam 
perkawinan terdapat perbedaaan pendapat dikalangan ulama baik mengenai 
eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan 
yang berbeda mengenai masalah ini. Masalah ketentuan kafa‟ah yang dapat 
kita temui dari penjelasan kriteria kafa‟ah di atas dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
a. Segi Agama.  
Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafa‟ah yang 
paling esensial.
155
 Penempatan agama sebagai unsur kafa‟ah tidak ada 
perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan 
kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.  
Adaikan ada seorang wanita solehah dari keluargayang kuat agamanya 
menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai 
hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh, karena agama 
merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur 
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kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.
156
 
Dasar penetapan segi agama ini adalah:  
                     
Artinya:”Maka apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-




ُح َعَلْيِو َوَسل َم قَال: )تُ ْنكَ َوَعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهلل تَ َعاىل َعْنُو َعِن الن ِب  َصل ى اهلل 
ْيِن َترَِبْت اِِلَْرَبٍع: ِلمَ اْلَمْرأَُة  ِِلَا, َوِلََِسِبَها, َوِلََِماِِلَا, َوِلِدْيِنَها, فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
َعةِ   158.َيَداَك( ُمت  َفٌق َعَلْيِو َمَع بَِقي ِة الس ب ْ
Artinya:”Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda “Perempuan 
dikawini karena empat hal, karena hartanya, karena 
kedudukannya (martabatnya), karena kecantikannya, dan 
karena agamaannya. Pilihlah perempuan karena agamannya, 
maka  kamu akan mendapat keberuntungan.” (Muttafaq „alaih 
bersama Imam tujuh)  
 
b. Segi Nasab  
Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu 
keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik 
menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dalam 
unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, 
kedua golongan Arab.  Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku 
yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.
159
 
Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria kafa‟ah, maka orang 
Ajam dianggap tidak sekufu dengan orang Arab baik dari suku Quraisy 
maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku 
Quraisy dipandang tidak kufu‟ dengan orang Arab yang berasal dari suku 
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Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani 
Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu dengan seseorang yang 
berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.
160
 
c. Segi Kemerdekaan.  
Kriteria tentang kemerdakaan ini sangat erat kaitannya dengan 
masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. 
Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Ia 
tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan 
sebagai kriteria kafa‟ah adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu‟ 
dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki 
tidak kufu‟ dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.
161
 Kemerdekaan 
juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak 
yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak kufu‟ dengan orang yang kedua 
orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah 
menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak 
pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan 
dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan 
dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.
162
 
d. Segi Pekerjaan.  
Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang 
mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu 
dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Al-Ramli 
berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat 
dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat.
163
 
Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat 
yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili. 
Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang 
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terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan 
tersebut dapat menghalangi terjadinya kufu‟. 
e. Segi Kekayaan. 
Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk 
membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka 
ada yang kaya dan ada yang miskin.Walaupun kualitas seseorang terletak 
pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa 
bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu, sebagian 
fuqaha memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor 
kafa‟ah dalam perkawinan. Tetapi menurut Abu Yusuf, selama seorang 
suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan 
nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, 
maka ia dianggap termasuk ke dalam kelompok yang mempunyai 
kafa‟ah. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah 
itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. 
Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya 
yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.
164
 Secara 
umum dasar penetapan segi kekayaan ini adalah beberapa hadis berikut 
ini: 
الُ النِب صلى اهلل عليو وسلم "اَِلسَ قال 
َ
 )رواه مسره(الت  ْقَوى" مُ رَ َوالكَ  ُب امل
Artinya:“Nabi saw., bersabda: Kedudukan adalah dengan harta 




ا ذَ نَيا ىَ ِه الدُّ ذِ  ىَ ِف  مْ هُ نَ يْ بَ  اسِ الن  ن  َأْحَسابَ قال النِب صلى اهلل عليو وسلم "اِ 
 )رواه ابن حبان( "الُ مَ الْ 
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Artinya:"Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya manusia yang dipandang 
terhormat diantara mereka di dunia ini adalah yang memiliki 
harta.” (HR. Ibn Hibban).
166
 
f. Segi Bebas dari Cacat. 
Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan 
seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap 
tidak se-kufu dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang 
dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis 
yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.
167
 
Sebagai kriteria kafa‟ah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah 
tapi dikalangan sahabat Imam Syafi‟i ada juga yang mengakuinya. 
Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat 
tersebut tidak menghalani kufu‟nya seseorang.
168
 
Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kufu‟ seseorang, namun 
tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas 
dari cacat sebagai kriteria kafa‟ah hanya diakui manakala pihak wanita 
tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau 
pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut 
sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat 
dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.
169
 
Di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh 
Fuqaha.  Kriteria tersebut merupakan syarat  yang ideal sebagai jaminan 
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga.  Namun keadaan 
manusia itu tidak selalu sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, 
sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri 
yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor 
tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus 
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diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh 
orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang 
lebih besar daripada yang seagama.
170
 
Sebagaimana pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya, 
Wawasan al-Qur‟an, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan 
agama antara suami istri seringkali memicu konflik yng mengarah pada 
kegagalan.
171
 Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang 
wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No. I Tahun 1974 
Pasal 2 ayat 1 disebutkan:  
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya”.  
Dalam sisi yang lain, memang faktor agama jugamerupakan satu-
satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang 
kriteria kafa‟ah oleh semua Mazhab. Penentuan kafa‟ah dari segi agama 
juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan 
pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah untuk 
mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan 
pandangan mata dan  untuk mendapatkan keturunan.   
Di samping itu, pernikahan menurut islam juga bertujuan memperluas 
dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan 
individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-
Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam 
Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni:  
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan 
seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan 
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Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, kafa‟ah 
dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar 
belakang diterapkannya konsep kafa‟ah dalam pernikahan bertujuan 
untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan 
rumah tangga. 
Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan 
isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan 
sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak 
ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa 
menjadi pendukung dalam menentukan pasangan. Dan faktor agama serta 
akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.
173
 
5. Kriteria atau Batasan Menurut Undang-Undang 
Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak 
secara terang-terangan menyebutkan kafa‟ah namun nilai kehati-hatian para 
pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (kafa‟ah) amat diperlukan. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun.1974 Pasal 2 ayat (1) 
menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam Kompilasi 
Hukum Islam pada Bab X Pasal 61 menerangkan bahwa tidak sekufu 
kecuali perbedaan agama atau ikhtila>f al-di>n tidak dapat menjadi alasan 
untuk mencegah perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah 
yang di terjemahkan oleh Thalib berpendapat bahwa dalam hal perkawinan 
tidak hanya sebatas pada sikap jujur dan budi luhur, diluar sikap jujur dan 
budi luhur, wajib dipertimbangkan.
174
 
Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa kafa‟ah selain dalam hal 
agama tidak menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun 
                                                          
173
 M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, Di Ambang Pernikahan, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2002), h. 78-82 
174
 Sayyid Muhammad at-Tihâmi Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh: M.Thalib, Juz 7, 




kafa‟ah  dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari ketimpangan dan 
ketidak cocokan serta untuk mencapai keserasihan dan keharmonisan dalam 
rumah tangga. 
C. Keluarga Sakinah 
1. Pengertian Keluarga Sakinah 
Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, kata keluarga dan kata sakinah. 
Keluarga sakinah adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan 
anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.
175
 
Definisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah sekelompok 
kecil dari masyarakat yang dimiliki sistem-sistem yang mengatur dan 
disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, 
mengadakan hubungan pembebasan tata cara minang dan perkawinan juga 
ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram.  
Kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau 
masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota 
keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.  Adapun sakinah berasal 
dari kata sakana, yaskunu, saki>nan yang berarti tenang, damai dan aman. 
176
 
Definisi lain menyatakan bahwa sakinah adalah tenang, tentram dan 
tidak gelisah. Departemen Agama mendefinisikan keluarga sakinah adalah 
keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat 
spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih 
sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, 
serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai 
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
177
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Terdapat beberapa ayat al-Qur‟an yang menerangkan tentang kata 
sakinah antara lain terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 248, yaitu:  
                         
                                  
          
Artinya:”Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya 
tanda ia akan menjadikan raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, 
di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari 
peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa 
malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda 





Berdasarkan ayat di atas, kata sakinah diartikan ketenangan dan 
ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai oleh 
kasih sayang antara suami dan istri serta anak. Kemudian terwujudnya 
keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan 
bahagia. Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam 
suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. 
Sejahtera lahir batin adalah bebas dari kemiskinan iman, rasa takut akan 
kehidupan dunia akhir, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan 
dalam keluarga dan masyarakat. Di samping itu, suasana sakinah 
memberikan kemungkinan pada setiap anggotanya untuk dapat 
mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia 
sebagai hambanya yang baik.
179
 
Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan 
cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman 
Allah dalam surat QS. al-Ru>m ayat 21, yaitu:  
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                             
                     
Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu istreri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 





Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah 
swt., menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk 
memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalani hidup di dunia. 
Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang 
mendatangkan keseimbangan di antara dunia dan akhirat.  
Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah 
keluarga yang terpenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan spritual maupun 
material, keluarga yang aman, damai dan sejahtera dalam suasana keimanan 
dan ketaqwaan yang tercermin disetiap anggota keluarganya. Keluarga yang 
selalu dihiasi amal shaleh, akhlak mulia serta menjadi suri tauladan bagi 
keluarga dan masyarakat sekitarnya. 
Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, 
maka di dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah 




2. Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah  
Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau 
tidak dilaksanakan dengan baik. Dimana keluarga senantiasa harus dilandasi 
adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan 
kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.
182
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Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah 
sebagai berikut: 
a. Ciptakan kehidupan beragam dalam keluarga. 
b. Waktu bersama keluarga harus ada. 
c. Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang 
baik antara anggota keluarga.  
d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan 
anak-anak.  
e. Keluarga sebagai unit terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan 
erat jangan longgar dan rapuh.  
f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, 
maka prioritas utama adalah kebutuhan keluarga.
183
 
Demikian juga yang dikatakan oleh Safeni bahwa syarat utama 
terjalinnya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara 
jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, 
pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. 
Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebgai makhluk ciptaan Allah harus 
bersyukur kepadanya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan 
sebagainnya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas 
perkawinan yang sah, mempunyai kasih sayang.
184
 
Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga 
sakinah adalah sebagai berikut:  
Seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari psikologi 
kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah 
harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan 
remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa 
meluap-luap dengan syarat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang 
mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.
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Selain dari psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia 
hidupadi dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir dan 
batin bermacam-macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semuanya 
bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah swt., 
akan menumbuhakan kesadaran perlunya menyukuri akan nikmat dan 
anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah 




Rasulullah memberikan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang 
akan membina keluarga baru yaitu calon pasangan suami dan istri, di 
antaranya yaitu:  
a. Calon pasangan suami dan istri hendaknya sekufu, baik rupa, keturunan, 
kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus 
seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam 
boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam 
rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk 
Islam.  
b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon 
pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan 
menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat 
menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-
masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan 
terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan 
perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka.
187
 
3. Menciptakan Keluarga Sakinah 
Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. 
Sedangkan sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, 
kebahagiaan. Jadi menciptakan rumah tangga sakinah, yaitu menciptakan 
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rumah tanggaa (sesuatu yang berkenaan dengan keluarga) yang penuh 
dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagian.  
Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan 
yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqiqah dan 
pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang sakinah, 
seorang suami harus memiliki kepribadian suami yang shaleh, agar suami 
sukses membantu keluarga sakinah berhubungan dengan itu, Kasmuri 
Selamat mengemukakan beberapa kepribadian suami shaleh yaitu sebagai 
berikut:  
a. Berpasangan teguh kepada syariat Allah  
Laki-laki yang shaleh adalah seorang laki-laki yang senantiasa 
berpegang teguh kepada syariat Allah dalam segala urusan kehidupan. Ia 
tunaikan kewajiban yang allah telah tentukan keduanya. Jika ia menjadi 
seorang suami, ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya 




b. Seimbang antara hak dan kewajiban  
Dalam kehidupan sehari-hari sikapnya tidak tamak, tidak menuntut 
lebih banyak dari yang semestinya, bahkan ia menerima dengan rela 
terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Ia tidak pernah menyia-
nyiakan kewajibannya, kewajiban tersebut ia tunaikan sebelum menuntut 
haknya.  
c. Berpedoman kepada petunjuk Rasulullah saw. 
Laki-laki yang shaleh tentu akan membahagiakan istrinya. Dalam 
kehidupan berumah tangga ia senantiasa berpedoman kepada hadis 
Rasulullah saw., yang maksudnya: 






ِمِنّْيَ ِإْْيَانًاَأْكَمُل  ْْ َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا قَاَل َوِفْ  اْلُم
َعْن َعاِئَشَة َوابِن َعب اٍس قَاَل أَبُ ْو ِعْيَسى َحِدْيُث َأِب ُىَريْ َرَة َىَذا َحِدْيٌث  اْلَبابَ 
 َحَسٌن َصٍحْيٌح.
Artinya: “Sesungguhnya mukmin yang sempurna imamnya adalah yang 
paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah kalian 
yang baik terhadap istri-istri kalian. Abu Isa berkata,”Hadis 
semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibn Abbas.” Dia 




Itulah kesaksian agung Rasulullah saw., bagi suami yang shaleh, 
kesaksian kebajikan yang diiringi dengan kesempurnaan iman serta 
akhlak yang mulia. Di samping itu ciri-ciri dari laki-laki shaleh yang 
membahagiakan kehidupan rumah tangga itu ialah:  
1) Mendirikan rumah tangga semata-mata karena Allah swt.  
2) Melayani dan menasehati Istri dengan sebaik-baiknya. 
3) Menjaga hati dan perasaan istri. 
4) Senantiasa berpegangan rasa dan tidak menuntut sesuatu di luar 
kemampuan istri. 
5) Bersabaradan menghindari memukul istri dengan pukulan yang 
memudaratkan.  
6) Tidak mencaci istri dihadapan orang lain dan tidak memuji wanita 
lain di hadapannya.  
7) Bersabar dan menerima kelemahan istri dengan hati yang terbuka, 
serta meyakini bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah swt., pasti 
terdapat hikmah yang tersembunyi disebaliknya. 
8) Mengelakkan agar jangan terlalu mengikuti kemauan istri, karena ia 
akan melunturkan nama baik dan prestasi suami selaku pemimpin 
rumah tangga.  
9) Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak menurut kadar 
kemampuan.  
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10) Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang layak untuk 
mereka.  
11) Bertanggung jawab menidik akhlak istri dan anak-anak sesuai 
dengan kehendak Islam.  
12) Senantiasa menjaga tentang keselamatan mereka.  
13) Memberikan kasih sayang danarela berkorban apa saja demi 
kepentingan dan kebahagian bersama.
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Menciptakan rumah tangga sakinah tidak semudah membalikkan 
telapak tangan. Membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
wa rahmah, adalah dambaan dari setia suami istri yang berikrar dalam cinta 
dan kasih sayang. Semua orang Islam berharap dengan penuh perjuangan 
dan pengorbanan, agar mahligai rumah tangga yang dibangun dengan 




Namun, ternyata ketika bahtera itu mulai mengarungi lautan yang luas, 
seringkali kemudian menjadi keributan antara suami istri. Mereka berusaha 
menjadi nahkoda yang handal, dan bersikeras menunjukkan arah tujuan 
yang diarungi. Begitu banyak di antara kita yang merindukan berumah 
tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan pesona 
cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, kenyataan yang ada, kita saksikan 
deretan antrian orang-orang yang gagal dalam menciptakan rumah tangga 
bahagia. Hari demi harinya hanya diisi kecemasan, ketakutan, kekerasan, 
kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan 
yang berujung dengan perceraian sehingga melahirkan penderitaan yang 
berkepanjangan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan. Ternyata 
merindukan rumah tangga sakinah harus benar-benar disertai dengan 
kesungguhan, yakni mengarahkan segala daya dan upaya dalam pengertian 
yang sebenarnya. Ahmad Sofyan mengatakan ada empat kiat minimal 
menuju keluarga yang sakinah yaitu sebagai berikut:  
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a. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ketentraman batin dan ketenangan 
jiwa.  
Keluarga atau rumah tangga sebuah institusi terkecil di dalam 
masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan 
kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta 
dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya sesuai dengan tujuan 
perkawinan.
192
 Sesungguhnya rumah tangga itu bisa dijadikan pusat 
ketenangan, ketentraman dan kenyamanan batin para penghuninya.
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Ketika rumah mampu dijadikan sebagai pusat ketentraman batin dan 
ketenagan jiwa, maka anak-anak pun akan rindu berkumpul bersama 
dengan orang tuanya. Menciptakan rumah sebagai pelepas dahaga.  
b. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu  
Rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah swt., 
Bukanlah rumah tangga yang dimiliki status sosial keduniawian. Tidak 
pula rumah tangga yang para penghuninya adalah penuh dengan deretan 
titel dan gelar. Bahkan justru hal seperti itu seringkali memisahkan kita 
dengan kebahagian batin dan ketentraman jiwa. Tidak jarang pula rumah 
tangga yang berlimpah dengan kekayaan justru membuat penghuninya di 
miskinkan oleh keinginan-keinginan, diperbudak dan dinistakan oleh apa 
yang dimilikinya. Hendaknya sesudah memantapkan niat kita kepada 
Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang 
harus dimiliki dalam berkeluarga adalah ilmu. Merawat dan mendidik 
anak merupakan tugas bersama suami istri. Hal ini dapat dipahami dari 
teks-teks al-Qur‟an dan Hadis. Seperti yang terdapat dalam firman Allah 
swt., QS. al-Tahrim ayat 6:  
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                                  
                      
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 




c. Jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat 
Suami istri hendaknya mengetahui bahwa semakin hari semakin 
banyak yang harus dilakukan. Untuk itulah kita membutuhkan orang lain 
agar melengkapi kekurangan kita guna memperbaiki kesalahan kita. 
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Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang dengan sadar 
menjadikan sikap saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling 
mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran sebagai kekayaan yang 
berharga dalam rumah tangga. Suami yang baik adalah suami yang mau 
dinasehati oleh sang istri, begitupula sebaliknya. Karena keduanya 
tidaklah boleh merasa lebih baik dan lebih berjasa dalam membangun 
rumah tangga. Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, 
maka rumah tangga tersebut bagaikan cermin, yang tentu cermin akan 
mampu membuat sebuah penampilan penghuninya menjadi lebih baik. 
Tidak ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga kita 
sendiri. 
d. Jadikan rumah tangga sebagai pusat kemudian  
Hendaknya suami istri mampu menjadikan rumah tangga seperti 
cahaya matahari. Menerangi kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit 
menyegarkan yang layu, selalu dinanti cahayanya dan membuat gembira 
bagi yang terkena pancaran cahayanya. Keluarga yang baik adalah 
keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga yang lainnya. 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubin (al-Qur‟an dan Terjemahannya), 
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 560. 
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Sehingga tidak ada yang diucapkan selain kebaikan tentang keluarga 
yang telah dibangun. Demikianlah empat kiat menuju keluarga sakinah, 
mawaddah dan rahmah yang hendaknya dilakukan oleh keluarga muslim 
di era modern ini. Karena betapa memilukan sekaligus memalukan jika 
ada keluarga muslim yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga 




4. Membangun Keluarga Sakinah 
Dasar keadilan dan kesetaraan, semua manusia dipersaudarakan dalam 
tauhid. Sejarah mencatat, kehadiran Islam meruntuhkan fanatisme kesukuan 
masyarakat Arab yang membuat mereka terpecah belah dan saling 
menumpahkan darah. Perseteruan antara suku Aus dan Khazraj yang 
berlangsung turun-temurun, misalnya, luluh dan lebur bersamaan dengan 
masuknya tauhid ke dalam hati mereka. Tidak ada lagi perasaan lebih tinggi 
dan lebih mulia di antara mereka. Jika pada masa lalu kemuliaan diukur 
dengan kemenangan dalam persaingan dan peperangan antar suku, tauhid 
telah mengubah pandangan tentang arti kemuliaan itu.
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Kemuliaan dalam tauhid adalah kemuliaan di mata Allah swt., dan 
Rasul-Nya yang dicapai dengan ketakwaan. Oleh karena itu, persaingan 
yang mereka lakukan bukan lagi untuk meraih kemuliaan suku, melainkan 
untuk meraih predikat “paling bertakwa”. Namun, harus selalu diingat 
bahwa yang punya hak menilai siapa di antara manusia yang paling takwa 
hanya Allah swt., semata, bukan manusia. Manusia hanya berlomba-lomba 
dalam kebaikan (fastabiq al-khirat), berkompetensi melakukan amal saleh 
sebanyak-banyaknya. Demikianlah mereka dipersatukan dan 
dipersaudarakan oleh satu tali yang jauh lebih kuat daripada tali kesukuan 
yang pernah mereka pegang, yakni tali Allah.
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Di samping mempersaudarakan suku, tauhid juga mempersaudarakan 
individu. Tercatat beberapa nama dari kelompok Muhajirin (orang yang ikut 
hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah) yang 
dipersaudarakan dengan kelompok Anshar (penduduk asli Madinah), seperti 
Abdurrahman bin „Auf dengan Sa‟ad bin al-Rabi‟. Persaudaraan itu 
berlangsung atas dasar saling menolong, menghargai dan menghormati.
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Tidak kalah penting, tauhid juga mempersaudarakan laki-laki dan 
perempuan ibarat saudara kandung. Mereka tidak boleh saling menyakiti dan 
merendahkan. Mereka harus bekerjasama, saling menolong, dan bahu-
mambahu demi tercapainya cita-cita bersama. 
Kehidupan dalam keluarga seharusnya dibangun di atas landasan tiga 
prinsip, yaitu persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang bertanggung 
jawab. Ketiganya bermuara pada satu sungai, yaitu tauhid. 
Kata saudara memiliki makna yang sangat dalam. Kata ini mengandung 
arti kesetaraan, kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak tiap 
orang, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, serta rasa 
senasib dan sepenanggungan. Persaudaraan juga menghapuskan semangat 
“keakuan” atau sikap individualistis, sehingga setiap orang yang bersaudara 




Impelementasi prinsip tauhid dalam kehidupan masyarakat seperti 
dicontohkan Rasul sungguh membawa dampak positif dan konstruktif dalam 
kehidupan seluruh anggota masyarakat. Kalau dalam kehidupan masyarakat 
luas saja diperlukan prinsip tauhid, maka terlebih lagi dalam kehidupan 
keluarga. Prinsip tauhid mengantarkan setiap anggota keluarga untuk 
menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tauhid menjamin rasa 
keadilan pada semua anggota masyarakat. 
Tauhid membuat suami isteri memiliki komitmen yang kuat dalam 
perkawinan, dan menajdikan mereka mitra sejajar yang kokoh dengan 








meyakini posisi mereka yang setara dan sederajat sebagai manusia. Mereka 
saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai dalam suka serta duka, 
berbagi ilmu dan pengalaman. Kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa 
syukur ketika mendapat rahmat. Sebaliknya, mereka berdua akan penuh 
tawakal kalau diberi cobaan. Sebab, keduanya begitu yakin bahwa hanya 




Prinsip tauhid selalu membawa keduanya melafalkan zikir La> hawla wa 
la> quwwata illa> bi Allah (tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali 
dengan pertolongan Allah). Keduanya secara kompak dan gembira merawat 
dan membesarkan anak-anak mereka dalam kehangatan dan kasih sayang. 
Demikian pula, bersama-sama membanti setiap anggota keluarga yang 
memerlukan bantuan, terutama mereka yang lemah dan sudah uzur, 
khususnya para orangtua mereka.
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Dengan prinsip tauhid yang mereka yakini, keduanya akan lebih mudah 
membangun keluarga yang tetram (sakinah), penuh dengan cinta 
(mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Hal ini berdampak positif bukan 
hanya bagi internal anggota keluarga mereka, melainkan juga kepada 
keluarga lain dan sekitar mereka. 
Kehidupan keluarga berbasis tauhid yang sarat dengan semangat 
persamaan dan persaudaraan ini pada akhirnya mendorong semua anggota 
masyarakat, tanpa ada pembedaan sedikit pun, untuk bersama-sama bahu-
membahu menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur 
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